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Problematika tentang pemberian jaminan atas pesawat udara di Indonesia 
belum sepenuhnya terjangkau oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang 
Penerbangan. Faktanya, penjaminan pesawat udara dengan menggunakan hipotik 
yang berlangsung saat ini tidaklah menimbulkan hak preferen atau hak istimewa 
bagi kreditor. 
Tujuan dari penyusunan tesis ini adalah untuk mengetahui apakah lembaga 
jaminan  yang  digunakan  atas  pesawat  udara  sebagaimana  yang  diatur  di  dalam 
Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2009  Tentang  Penerbangan  telah  memenuhi 
kebutuhan akan pembebanan jaminan atas pesawat udara di Indonesia, dan untuk 
mengetahui Lembaga jaminan apakah yang seharusnya digunakan untuk 
pembebanan atas pesawat udara di Indonesia. 
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  pendekatan 
yuridis  normatif,  yaitu  dengan  mengkaji  peraturan  perundang-undangan,  teori-
teori  hukum  dan  yurisprudensi  yang  berhubungan  dengan  permasalahan  yang 
dibahas.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 
Tentang Penerbangan masih belum memberikan jalan keluar mengenai pemberian 
jaminan atas pesawat udara di Indonesia, dan dari keempat lembaga jaminan yang 
dikenal  di  Indonesia,  Hipotik  adalah  lembaga  jaminan  yang  paling  tepat  untuk 
digunakan  sebagai  jaminan  atas  pesawat  udara  di  Indonesia,  akan  tetapi  sangat 
diperlukan perbaikan-perbaikan aturan sehingga tercipta aturan yang tegas 
mengenai prosedur penjaminan pesawat udara menggunakan hipotik. 
Rekomendasi  yang  dihasilkan  dari  hasil  penelitian  diatas  yaitu  bahwa 
ketentuan  mengenai  pemberian  jaminan  atas  pesawat  udara  harus  diatur  secara 
lebih  tegas  dalam  suatu  Peraturan  Pemerintah  tentang  Penerbangan  atau  dalam 









ANALYSIS ABOUT GUARANTEE PROVISION 
ON AIRCRAFT IN INDONESIA AFTER THE REGULATION OF 
CONSTITUTION LAW NO. 1 OF 2009  
ABOUT AIRCRAFT 
 
The  issues  of  guarantee  provision  on  aircraft  in  Indonesia  has  not  fully 
ruled in the Constitution Law No. 1 of 2009 about Aircraft. In the field, guarantee 
provision on aircraft using Hipotik does not put the preferent rights or privilege to 
the creditors.  
The aims of this thesis is to find about if the institution of guarantee used 
on  aircraft  as  constitution  Law  no  1  of  2009  rules,  has  fulfilled  the  needs  of 
guarantee provision in Indonesia, and to find about the most proper institution of 
guarantee should be used on aircraft in Indonesia. 
The  method  applied  in  this  research  was  juridical  normatif  approach  by 
using the data from library materials, laws, teories, and jurisprudences which has 
related to the problem in this research. 
The research’s results indicate that Constitution Law No. 1 of 2009 about 
Aircraft still not giving the solution of guarantee provision on aircraft in 
Indonesia, and it is Hipotik as the most proper institution to be used as guarantee 
provision in Indonesia, but the improvement of rules urgently needed. 
The  Recommendation  of  this  research  is,  that  the  rules  about  guarantee 
provision  on  aircraft  have  to  clearly  re-arrange  in  a  government  rules,  or  in  a 
constitutional law. 
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